
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.599, 2022 KEMEN-ATR/BPN. Kabupaten Penukal Abab Lematang 

Ilir Provinsi Sumatera Selatan. Kota Serang Provinsi 
Banten. Pembentukan Kantor Pertanahan. Pencabutan.  

 

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ 

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 11 TAHUN 2022 

TENTANG 

PEMBENTUKAN KANTOR PERTANAHAN 

KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR PROVINSI  

SUMATERA SELATAN DAN KOTA SERANG PROVINSI BANTEN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ 

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, 

 

 

Menimbang  : a. bahwa dengan adanya pembentukan daerah otonomi 

baru Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi 

Sumatera Selatan dan Kota Serang di Provinsi Banten, 

telah dibentuk perwakilan kantor pertanahan pada 

masing-masing kabupaten/kota dimaksud; 

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan peningkatan 

volume pelayanan pertanahan serta kesiapan sarana dan 

prasarana, perwakilan kantor pertanahan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu ditingkatkan statusnya 

menjadi kantor pertanahan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional tentang Pembentukan Kantor 

Pertanahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir 

Provinsi Sumatera Selatan dan Kota Serang Provinsi 

Banten; 

www.peraturan.go.id



2022, No.599 -2-

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang

Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4748);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang

Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di

Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5400);

5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang

Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);

6. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan

Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);

7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata

Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);

8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan

Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA 

BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN 

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PENUKAL ABAB 

LEMATANG ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN KOTA 

SERANG PROVINSI BANTEN. 

 

Pasal 1  

Membentuk Kantor Pertanahan sebagai berikut: 

a. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi 

Sumatera Selatan; dan 

b. Kota Serang Provinsi Banten. 

 

Pasal 2  

Wilayah kerja Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 sesuai dengan wilayah Kabupaten/Kota 

sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang tentang 

Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di 

Provinsi Sumatera Selatan dan Undang-Undang tentang 

Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten. 

 

Pasal 3  

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata 

Kerja Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

1 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan 

Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan. 

 

Pasal 4  

Bagan Susunan Organisasi Kantor Pertanahan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri 

ini. 
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Pasal 5  

(1) Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

mulai menjalankan tugas dan fungsi paling lama 6 

(enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku. 

(2) Dalam hal Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) belum menjalankan tugas dan fungsi, 

pelaksanaan tugas dan fungsi dilaksanakan oleh pejabat 

yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah Badan 

Pertanahan Nasional. 

 

Pasal 6  

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: 

a. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan Organisasi, Wilayah Kerja, Tugas dan 

Fungsi Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten 

Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

239); dan 

b. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2020 tentang 

Pembentukan Organisasi, Wilayah Kerja, Tugas dan 

Fungsi Perwakilan Kantor Pertanahan Kota Serang di 

Provinsi Banten dan Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa 

Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 1094), yang mengatur mengenai Pembentukan 

Organisasi, Wilayah Kerja, Tugas dan Fungsi Perwakilan 

Kantor Pertanahan Kota Serang di Provinsi Banten,  

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 7  

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 6 Juni 2022 

 

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ 

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

SOFYAN A. DJALIL 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 15 Juni 2022 

 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

YASONNA H. LAOLY 
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